PENENTUAN HARGA JUAL 

PELAYANAN PUBLIK
1.   P e n d a h u l u a n

      a.   Pengantar

           Tugas pokok badan publik/pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Pemberian pelayanan public pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu: (1) pajak, dan (2) pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa public (charging for service). 

Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak.
Kompetensi dasar :

Mahasiswa /i dapat memahami  dan menjelaskan mekanisme penentuan harga pelayanan publik
b. Indikator Hasil Belajar
          Setelah mempelajari  materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 
1)  Memahami konsep dan definisi Pelayanan Publik,                                   

           2)  Memahami dan menjelaskan metode Pelayanan Publik yang dapat dijual,                           

           3)  Dapat memahami dan menjelaskan metode Pembebanan Tarif Layanan Publik 

           4)   Dapat memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip pembebanan biaya,                                  

           5)  Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini,

          6)  Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Tarif Layanan Publik

  c. Materi 
a. Definisi Pelayanan Publik

b. Metode Pelayanan Publik yang dapat dijual,

c. Metode Pembebanan Tarif Pelayanan Publik

d. Prinsip-prinsip Pembebanan biaya

e. Rangkuman

f.    Latihan Soal dan kasus

d.    Metode Pembelajaran

1)  Metode ceramah ;

2)  Metode diskusi,

3)  Studi kasus dan pembahasan,

2. MATERI

a. BARANG DAN JASA PUBLIK
  Barang dan Jasa Publik vs Barang dan Jasa Swasta
Menurut Bastian (2005), barang publik adalah barang kolektif yang seharusnya dikuasai oleh negara atau pemerintah. Sifatnya tidak eksklusif dan diperuntukan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Sedangkan barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta. Sifatnya eksklusif dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya, karena harganya disesuaikan dengan harga pasar menurut rumus sang penjual. Adalagi barang setengah kolektif yang dimiliki oleh swasta atau patungan swasta dan pemerintah. Seharusnya barang ini tidak boleh bersifat eksklusif, dan pemerintah harus ikut menentukan harga penjualannya, yang biasanya tidak terjangkau oleh rakyat kecil.
b. Konsep-konsep Pokok Barang dan Jasa Publik
Suatu barang dikategorikan sebagai barang swasta atau public dalam kaitannya dengan tingkat excludability dan persaingannya. Tingkat excludability suatu barang ditentukan  dengan kondisi dimana konsumen dan produsen barang/pelayanan bisa memastikan bahwa orang lain tidak memperoleh manfaat dari barang/pelayanan tersebut. Tingkat persaingan dikategorikan dalam daya sain rendah dan daya saing tinggi. Daya saing rendah apabila suatu barang dimanfaatkan secara bersama-sama, sedangkan daya saing tinggi apabila suatu barang dimanfaatkan secara individu.
Barang yang excludable, tapi daya saingnya rendah disebut toll goods, yaitu bisa digunakan secara bersama-sama, namun orang yang memanfaatkan tetap dikenai biaya. Adalagi barang yang daya saingnya tinggi tetapi non- excludable disebut common pool goods, yaitu barang yang non- excludable, namun penggunaannya yang berlebihan akan mengurangi kesempatan.
Jenis Barang Menurut excludability dan Persaingan (Bastian, 2005)
	
	Excludability Rendah
	Excludability Tinggi

	Persaingan Rendah
	Barang publik (biaya sektor publik)
	Barang Toll (campuran biaya public dan swasta)

	Persaingan Tinggi
	Common pool goods (biaya sektor publik)
	Barang swasta (biaya swasta)


Cara menaikan tingkat excludability suatu barang atau pelayanan:
·      Perubahan teknologi.
·      Diberlakukannya hak milik secara lebih ketat.
c. Penyediaan Pelayaan
Alasan mengapa sektor swasta cenderung bekerja lebih efisian dan efektif;
·         Sektor swasta mempunyai fleksibilitas dalam hal pengelolaan sumber daya, sehingga perubahan permintaan pasar mudah ditanggapi.
·         Adanya persaingan pelayanan mendorong lebih baiknya mutu pelayanan dengan harga yang lebih murah bagi pelanggan.
Beberapa pengecualian dalam pemenuhan kepentingan pelanggan:
·         Pelanggan tidak mampu menilai mutu pelayanan. Jika ini terjadi, sector public harus menetapkan sejumlah standar mutu untuk melindungi konsumen.
·         Tidak terjadi persaingan antara para pemberi pelayanan. Jika terjadi monopoli secara alamiah, maka sector swasta kurang mendapat insentif untuk beroperasi secara efisien. Maka intervensi public sekali lagi dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya standar harga, mutu, dan persaingan.
·         Adanya factor luar yang negative yang mempengaruhi pelayanan. Jika pemberian suatu pelayanan atau barang mempunyai dampak negatif terhadap orang lain yang bukan produsen atau konsumen pelayanan/barang itu maka pemerintah harus mengintervensi untuk menghilangkan factor tersebut atau setidaknya menjamin ganti rugi pantas.
Pemberian pelayanan membutuhkan kemitraan antara sektor swasta, publik, dan organisasi kolektif.
d.Perubahan Kelembagaan
Ketidakmampuan untuk memahami cara baru dalam mengerjakan sesuatu disebut kebutaan paradigma. Agar sebuah lembaga pemerintah terbuka terhadap asaran-saran dari lembaga yang mewakili konsumen, atau bersedia mempertimbangkan pengalihan ke sector swasta, suatu perubahan persepsi atau paradigma baru perlu dilakukan. 
Langkah awal dalam mengatasi kebutaan paradigm adalah mencari apa yang bisa dilakukan untuk mengubah cara kerja.
e. Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Publik 
Beberapa inisiatif yang diambil pemerintah guna memperbaiki penyelenggaraan pemerintah:
·         Reformasi hukum dan yudikatif, termasuk pembentukan Komisi Ombudsman untuk menanggapi masalah korupsi dan pembentukan komisi Reformasi Hukum.
·         Perumusan strategi reformasi pegawai negeri sipil.
·         Rancangan undang-undang untuk memantapkan manajemen keuangan pemerintah.
·         Pembentukan Komisi Anti Korupsi.
·         Pembentukan Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan di Indonesia yang didukung oleh UNDP, Bank Dunia, dan ADB.
Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, pemerintah telah menerbitkan Keppres No 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, sebagai penyempurnaan dari aturan dan prosedur sebelumnya, yaitu Keppres 80 Tahun 2003. Peraturan-peraturan tersebut merupakan implementasi dari UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UU No 5 Tahun 2000 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN; semuanya ditujukan untuk mengatur pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa sesuai tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing pihak dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah.
Tujuan pengadaan barang adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.
f. Etika Pengelolaan Keuangan Publik
Etika bisnis adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagaietis atau tidak etis. Berikut ini adalah beberapa pemikiran dari para filsafat mengenai etika :
1.    Socrates 
Beliau berpendapat  bahwa semua pengetahuan (knowledge) dari seseorang itu sebetulnya bersifat baik dan menjunjung nilai-nilai kebijakan. Tanpa didukung pengetahuan, seseorang tidak mungkin dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang berbudi luhur.
2.    Hume
Beliau berpendapat bahwa perilaku seseorang (personal merit) yang beretika sebenarnya mempunyai beberapa nilai kualitas karakter dan kepribadian yang bermanfaat dan diterima baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri.
3.    John 
Beliau berpendapat bahwa kebenaran, perilaku etis, dan prinsip moral seseorang sebenarnya tidak dibawa sejak lahir. Berbagai pedoman etika bisa diperoleh melalui suatu persepsi dan konsepsi. Ia juga mengemukakan bahwa hukum (law) merupakan sebuah kriteria untuk memutuskan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Tiga tipe dari hukum ini yaitu : divine law (hukum yang berkaitan dengan Ketuhanan), civil law (hukum yang berlaku di masyarakat), law of opinion and reputation (hukum yang berhububgan dengan opini dan reputasi).
4.    Kant 
Beliau berpendapat bahwa pentingnya standar formal sebagai pedoman umum untuk menilai perilaku seseorang. Tetapi ia tidak setuju dengan perilaku etis ini dibentuk dari suatu tekanan (hukum) yang disertai hukuman tertentu.
Dalam menyikapi pro-kontra terhadap suatu perbuatan, pengkategorian perilaku etis sebaiknya berpedoman pada etika umum, antara lain : pengetahuan (knowledge), kesadaran akan hidup bermasyarakat, respek terhadap divine law (hukum yang berkaitan dengan Ketuhanan), memahami bahwa suatu pekerjaan membutuhkan pertanggungjawaban, menyadari bahwa norma dari perilaku etis yang diakui masyarakat berlaku untuk semua jenis pekerjaan apapun.
g. Kedudukan Dan Peran Pemerintah Dalam Memperbaiki Kualitas Pelayanan Publik
Semua masyarakat memiliki hak yang sama atas jaminan sosial dan ekonomi dari pemerintah sebagai konsekuensi langsung atas pembayaran pajak yang telah dipenuhi. Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah bisa berimbas pada bidang yang lain. Pemerintah mempunyai peran menentukan kualitas tingkat kehidupan masyarakat secara individual. 
Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Kinerja organisasi layanan publik harus diukur dari outcome-nya, karena outcome merupakan variabel kinerja yang mewakili misi organisasi dan aktivitas oprasional, baik aspek keuangan dan nonkeuangan. Dalam penentuan outcome sangat perlu untuk mempertimbangkan dimensi kualitas (Mardiasmo, 2009). Selanjutnya, monitoring kinerja perlu dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah penting dalam monitoring kinerja organisasi layanan publik antara lain : mengembangkan indikator kinerja yang mengembangkan pencapaian tujuan organisasi, memaparkan hasil pencapaian tujuan berdasarkan indikator kinerja diatas, mengidentifikasi apakah kegiatan pelayanan sudah efektif dan efisien sebagai dasar pengusulan program perbaikan kualitas pelayanan (Bastian, 2007).
h. Definisi Pelayanan Publik

         Pelayanan public adalah merupakan suatu tugas pokok badan-badan atau pemerintah kepada masyarakat (public service) yang dapat dibiayai dari sumber-sumber pendapatan publik.  

         Pembiayaan kepada publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu: (1) pajak, dan (2) pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa public (charging for service). Jika pelayanan public dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa public tersebut atau tidak. 

          Hal tersebut karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang tidak memiliki jasa timbal (kontraprestasi) individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Jika pelayanan public dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan public tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah suatu pelayanan public lebih baik dibiayai melalui pajak atau dengan pembebanan langsung pada konsumen.
i. Metode Pelayanan Publik yang dapat dijual,

         Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. 

Pelayanan publik yang dapat dibebankan tariff pelayanan misalnya:

1. Penyediaan air bersih
2. Transportasi public 
3. Jasa pos dan telekomunikasi
4. Energi dan listrik
5. Perumahan rakyat
6. Fasilitas rekreasi (pariwisata)
7. Pendidikan
8. Jalan tol
9. Irigasi
10. Jasa pemadam kebakaran
11. Pelayanan kesehatan 
12. Pengelolaan limbah/sampah
 Pembebanan tariff pelayanan public kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu:

a. Adanya barang privat dan barang public
    Terdapat tiga jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu:

     1)   Barang privat

 2)  Barang public

2) Campuran antara barang privat dan barang public

       Barang privat adalah barang – barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contoh barang privat adalah makanan, listrik, telepon, dsb.

       Barang public adalah barang – barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh selureuh masyarakat secara bersama – sama. Contoh barang public adalah pertahanan nasiona, pengendalian penyakit, jasa polisi, dsb.

        Dalam praktiknya, terdapatnya beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang privat dan barang public. Karena, meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang dan jasa tersebut, Contohnya adalah pendidikan , pelayanan kesehatan, transportasi public, dan air bersih. Barang – barang tersebut sering disebut “merit good” karena semua orang membutuhkannya akan tetapi tidak semua orang bias mendapatkan barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut pemerintah dapat menyediakannya secara langsung (direct public provision), memberikan subsidi, atau mengontrakannya ke pihak swasta. Sebagai contoh pendidikan, meskipun pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan, namun bukan berarti barang tersebut sebagai pure public good yang harus dibiayai semuanya dengan pajak dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Dapat saja sektro swasta terlibat dalam penyediaan pelayanan pendidikan tersebut.

         Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah dapat melakukan tiga tindakan, yaitu: 

(1) mendirikan sekolah negeri yang murni milik pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, 

(2) memberikan subsidi pendidikan kepada lembaga – lembaga pendidikan, dan (3) menyerahkan pihak swasta untuk ikut menyelenggarakan pendidikan. 

Hal yang sama juga terjadi untuk penyediaan transportasi public dan pelayanan kesehatan.

          Pada tataran praktik, terdapat kesulitan dalam membedakan barang public dengan barang privat. Beberapa sebab sulitnya membedakan barang public dengan barang privat tersebut antara lain:

1)   Batasan antara barang public dan barang privat sulit untuk ditentukan

     Barang – barang yang memiliki sifat sebagai barang privat, seperti   transportasi atau perumahan yang memadai dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia. Apakah akses terhadapnya harus dibatasi hanya bagi mereka yang mampu membayar? Padahal mekanisme distribusi pelayanan public harus dapat dinikmati setiap orang, baik orang kaya maupun orang miskin.

2) Terdapat barang dan jasa yang merupakan brg/jasa public, tetapi dalam penggunaannya (konsumsinya) tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. Contohnya adalah biaya pelayanan medis, tarif obat – obatan, dan air. Pembeban terhadap pemanfaatan barang tersebut memaksa orang untuk berhati – hati dalam mengkonsumsi sumber – sumber yang mahal.

3) Terdapat kecenderungan untuk membebankan tariff pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tariff lebih mudah pengumpulannya. Jika digunakan pajak, maka akan terdapat kesulitan dalam menentukan besar pajak yang pantas dan cukup. Sedangkan jika digunakan pembebanan tarif pelayanan, orang harus membayar untuk memperoleh jasa yang diinginkannya, dan mungkin bersedia untuk membayar lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa pembebanan pada dasarnya demokratis karena orang dapat memilih barang apa yang ingin mereka bayar dan apa yang tidak  mereka inginkan, sehingga pola pengeluaran public dapat diarahkan menurut pilihan mereka.

Biasanya terdapat anggapan bahwa dalam suatu system ekonomi campuran (mixed economi), barang privat lebih baik disediakan oleh pihak swasta (privat market) dan barang public lebih baik diberikan secara kolektif oleh pemerintah yang dibiayai melalui pajak.     Namun demikian tidak menutup kemungkina pemerintah menyerahkan penyediaan barang public kepada sector swasta melalui regulasi, subsidi, atau system kontrak.

        Jika manfaat dirasakan secara perorangan seperti listrik, telpon, dan air bersih, maka untuk memperoleh barang – barang tersebut masyarakat biasanya dibebani dengan tariff tertentu. Pemerintah dapat menarik sejumlah tariff untuk penyediaan kebutuhan tersebut. Jika manfaat dirasakan secara umum, karena spillover effects (eksternalitas positif), yang tidak bisa dihilangkan dan pasti ada seperti pertahanan dan pengendalian kesehatan, maka pendanaan untuk hal – hal tersebut lebih tepat didanai lewat pajak.

       Dalam hal penyediaan pelayanan public, yang perlu diperhatika adalah: (a) identifikasi brg/jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat (apakah barang public atau privat), (b) siapa yang lebih berkompeten (lebih efisien) untuk menyediakan kebutuhan public tersebut (pemerintah atau swasta), (c) dapatkah penyediaan pelayanan public tertentu diserahkan kepada sector swasta dan sector ketiga, (d) pelayanan public apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun dapat ditangani oleh swasta.
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Unit bisnis  Pemerintah   (BUMN atau BUMD   Pemerintah          Unit  –  unit  Pelayanan  Pemerintah  

Pelayanan  Publik  

Non Pemerintah:   Swasta, Voluntary, LSM,  GAbungan (k ontrak dan kerja   sama)  


b. Efisiensi ekonomi
         Ketika setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui:

1) Pendistribusian permintaan: siapa yang mendapatkan manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula.

2) Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan.

3) Pemberian insentif pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa (supply of service).
Tanpa adanya suatu mekanisme harga, permintaan dan penawaran tidak mungkin menuju titik keseimbangan sehingga alokasi sumber daya tidak efisien, seperti: penyediaan air, obat – obatan dan sebagainya.


         Akan tetapi dalam kenyataannya pasar seringkali tidak sempurna. Dalam banyak hal pemerintah mungkin menjadi supplier namun tidak boleh memanfaatkan situasi untuk memaksimalkan keuntungan, seperti penyediaan air dan obat – obatan. Dalam kondisi tertentu, ketika barang atau jasa mengandung sifat – sifat public goods (eksternalitas positif), pemerintah lebih baik menetapkan harga dibawah harga normalnya (full price) atau bahkan tanpa dipungut biaya. Pemerintah juga dihadapkan pada masalah distribusi pendapatan yang tidak seimbang, yang berarti golongan kaya mampu membayar lebih disbanding yang miskin sehingga golongan kaya mampu mendapatkan pelayanan lebih baik.


          Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara yang menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan public. Mereka yang memanfaatkan pelayanan public lebih banyak akan membayar lebih banyak pula. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap orang dihadapkan pada masalah pilihan karena adanya kelangkaan sumber daya. Jika diberlakukan tariff maka setiap orang dipaksa berfikir ekonomis dan tidak boros.

c. Prinsip keuntungan

           Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap “wajar” bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut.

           Pembebanan tariff pelayanan public pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak boleh melakukan maksimisasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga dibawah full cost, memberikan subsidi, atau memberikannya secara gratis.

          Charging fir service berbeda dengan  fee. Fee adalah biaya atas perjanjian atau lisensi yang diberikan pemerintah. Biaya perijinan/lisensi relative kecil, biasanya berupa biaya administrasi dan pengawasan. Biaya perijinan didasarkan pada: (a) kategoro perijinan yang diajukan, dan (b) ada tidaknya keuntungan financial yang diperoleh pemegang ijin atau lisensi atas lisensi yang dimiliki. Kendatipun demikian, ketika tujuan utama perijinan atau lisensi adalah untuk mengintrol suatu aktifitas, tingkat fee tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak mendorong masyarakat untuk mengajukan ijin atau llisensi tersebut. Sebagai contoh pemerintah dapat menarik fee dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Akan tetapi hendaknya biaya IMB tidak terlalu tinggi sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk tidak memiliki IMB

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Harga Jual :
1.
Biaya penuh untuk memproduksi produk/jasa (dapat diramalkan)


BIAYA penuh disini ( informasi batas bawah penentuan harga jual


Artinya : Bila biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual, supaya tidak menghasilkan “KERUGIAN”

2.
Aspek di luar biaya :

· Selera konsumen

· Demand dan suplai                                        

· Jumlah pesaing yang memasuki pasar 

· Harga jual produk pesaing

Manfaat Biaya Penuh :


1.
Mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan

2. Mengambil keputusan untuk memasuki pasar


( Jika biaya penuh > harga jual di pasar ( produk 
gak bisa masuk pasar


( Jika biaya penuh < harga jual di pasar ( produk 
bisa masuk pasar

3. Memberi perlindungan dari kerugian

4.
Memberi informasi tindakan pesaing

         Dalam praktik pembebanan langsung (direct charging) biasanya ditentukan karena alasan – alasan sebagai berikut:

1)   Suatu jasa, baik merupakan barang public maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang,sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut.

2)  Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi public harus didisiplinkan (hemat), misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat – obatan medis.

3) Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi.

4)  Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestic secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon.

5) Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan public atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara tegas.

        Terlepas dari kasus yang merupakan barang public murni, terdapat argument yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu:

1) Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan, dan
        Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal (seperti: tarif  jalan tol, meteran untuk air). Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Akan tetapi keterukuran membuat penaksiran tarif pelayanan lebih mudah dibandingkan dengan penghitungan pajak (seperti: menghitung besarnya biaya untuk air dan listrik lebih mudah dibandingkan dengan menghitung pajak penghasilan).

2)   Yang miskin tidak mampu untuk membayar
          Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum dan bahkan makanan sehat.


       Namun, yang menjadi masalah adalah dapatkah kita membuat daftar kebutuhan dasar secara objektif. Yang penting bagi seseorang belum tentu penting bagi orang lain, sehingga skala prioritas dan pilihan individu berbeda – beda. Pilihan yang berbeda – beda tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda- beda pula, sehingga pembebanan tarif pelayanan dipandang sesuai dengan pilihan kebutuhan seseorang. Pelayanan public dapat juga diberikan secara gratis oleh pemerintah, akan tetapi penyediaan gratis tersebut akan mempengaruhi pilihan individu. Pemberian beras gratis mungkin tidak pas untuk orang tertentu karena mungkin ia lebih suka diberi uang untuk membeli pakaian. Keputusan untuk membebankan pelayanan kepada pelanggan harus dikompensasi dengan pemberian subsidi atau pemberian pelayanan gratis.


        Penyediaan pelayanan gratis atau subsidi mungkin sia – sia dan kurang efektif. Apakah subsidi menjamin dinikmati bagi yang miskin? Mungkin saja subsidi menguntungkan yang kaya. Bila kita peduli pada golongan miskin, pendekatan terbaik adalah melalui distribusi pendapatan (lump sum transfer), tetapi hal ini sulit dilakukan di Negara berkembang.

3)   Adanya eksternalitas, merit good,  dan persyaratan legal

           Eksternalitas positif (spillover effects) misalnya tarif pelayanan yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya (seperti: imunisasi). Demikian juga barang yang dianggap merit good  mungkin lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya, seperti pendidikan. Selain itu juga terdapat peraturan perundang – undangan yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu, seperti pendidikan dasar, sehingga kebutuhan barang tersebut biasanya dianggap bebas dari beban masyarakat. Untuk kebutuhan – kebutuhan tersebut tidak perlu ditarik tarif pelayanan, karena terdapat cara alternative untuk alokasi sumber daya selain dengan pembebanan harga pelayanan, misalnya melalui pembagian kupon (cards) dan  vouchers. Meskipun metode pelayanan dengan kupon tersebut lebih menjamin kaum miskin mendapatkan pelayanan yang sama, akan tetapi system kupon tersebut tidak dapat memenuhi fungsi system harga dan mudah untuk disalahgunakan.

METODE PENENTUAN HARGA JUAL

· Harga Jual Normal (manufaktur dan penjual jasa)

· Harga Jual untuk pesanan khusus

· Harga jual dengan Cost type contract

· Harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah

HARGA JUAL NORMAL

· Secara NORMAL :

· Harga jual HARUS dapat menutupi biaya penuh + menghasilkan laba

· Cost of Capital ( Biaya yang dikeluarkan untuk investasi.


Misal : Butuh dana untuk jalankan usaha dengan kredit bank, yang bunganya 24%p.a dan tax dari laba yang dihasilkan 25%


Maka   Cost of Capital 
= (100% - 25%) x 0.24






= 18%

Semakin besar biaya modalnya, semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan

· Resiko Bisnis

Jika resiko bisnis besar, semakin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital dalam memperhitungkan laba yang diharapkan.

· Capital Employed / Jumlah investasi

Semakin besar capital employed yang digunakan dalam memproduksi produk, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual

· Besarnya capital employed yang digunakan dalam memproduksi barang ( Dilihat dari total aktiva dalam neraca awal tahun anggaran

Rumusan Menghitung Harga Jual Perunit (Manufaktur)

· Harga Jual / unit =  BIAYA *  +   % Mark-up

· Persentase Mark-up =  Expectasi Laba + BIAYA**


*   Biaya  ( Biaya yang berhubungan langsung dengan volume (perunit)

**  Biaya  ( Biaya yang tdk bhub langsung oleh volume produk (non produksi)

TABEL PERBEDAAN

Contoh Soal :


Manajer Pemasaran PT. GLORY sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk ASTREX untuk tahun anggaran yang akan datang.


Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1.000.000 kg dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sbb :

Biaya Variabel :

Biaya produksi variable

Rp. 2.000.000.000

Biaya adm & umum variable
  
Rp.      50.000.000

Biaya pemasaran variable

Rp.      50.000.000






-------------------------- +

Total biaya variable




     Rp. 2.100.000.000

Biaya Tetap :

Biaya produksi tetap

Rp. 1.000.000.000

Biaya adm. & umum tetap

Rp.    150.000.000

BIaya pemasaran tetap

Rp.    250.000.000






-------------------------- +

Total biaya tetap




     Rp. 1.400.000.000





           
                                     -------------------------- +

Total biaya penuh




     Rp. 3.500.000.000


Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran Rp. 4.000.000.000 dan laba yang diharapkan dinyatakan dalam tariff kembalian investasi (ROI) 25%

PENDEKATAN FULL COSTING

Unsur biaya :  




Biaya produksi variable
Rp. 2.000.000.000


Biaya produksi tetap

Rp. 1.000.000.000



                          --------------------------- +






Rp. 3.000.000.000

Unsur mark-up
: 


Biaya non produksi variable


Rp.    100.000.000


Biaya non produksi tetap


Rp.    400.000.000


Ekspektasi laba25% X rp. 4.000.000.000
Rp. 1.000.000.000






             -------------------------- +

      TOTAL Unsur Mark-up


Rp. 1.500.000.000

   


           Rp. 1.500.000.000

Persentase Mark-up =   ------------------------ x 100%  = 50%




           Rp. 3.000.000.000

Perhitungan Harga Jualnya :


Biaya produksi



Rp.  3.000.000.000


Mar-up 50% x Rp. 3.000.000.000

Rp.  1.500.000.000








--------------------------- +


Total harga jual



Rp.  4.500.000.000


Volume produksi



     1.000.000 kg








--------------------------- :


Harga jual produk / kg


      Rp. 4.500,-

HARGA JUAL UNTUK PENJUAL WAKTU dan BAHAN 


(Digunakan perusahan bengkel mobil, dok kapal dan perusahaan-perusahaan penjual jasa reparasi, bahan dan suku cadang sebagai pelengkap penjualan jasa.



Dalam perusahaan jasa :


(Volumenya dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani konsumen ( bukan harga jual/unit tetapi harga jual per satuan waktu yang dinikmati konsumen


Harga Jual = Biaya penuh + Expectasi Laba 

Dalam sebuah bengkel yang menjual jasa perbaikan mobil

MAKA :

( Biaya yang berhub. dgn produk ( biaya tenaga mekanik dan ahli listrik

( Biaya yang tak berhub. dgn produk ( biaya TK tak langsung, listrik, depresiasi, asuransi dll

Contoh Soal :

Tafsiran jam kerja tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran yad sbb :
Upah tenaga kerja langsung :

21.000 jam @ Rp. 1.500 perjam 



Rp. 31.500.000
Biaya kesejahteraan tenga kerja langsung :

Tunjangan kesehatan 
10 org x 12 bln x Rp. 50.000

Rp.   6.000.000

Tunjangan kesejahteraaan 
10 org x 12 bln x Rp. 25.000

Rp.   3.000.000

 



   

                             --------------------- +

Jumlah biaya tenaga kerja langsung



Rp. 40.500.000

Jam tenaga kerja langsung 
10 org x 300 hari x 7 jam/hr
   
   21.000 jam







   
              ---------------------- :

Biaya tenaga kerja langsung perjam


                   Rp. 1.929

Biaya tidak langsung bengkel dianggarakan sbb :
Gaji pengawas & TK tidak langsung lain
Rp. 11.600.000

Biaya depresiasi aktiva tetap


Rp.   2.200.000

Biaya asuransi




Rp.      650.000

Biaya listrik




Rp.      800.000

Biaya air




Rp.      400.000

Biaya depresiasi aktiva tetap


Rp.      350.000

Biaya umum




Rp.      500.000





  
                         -------------------- +

Jumlah biaya tidak langsung


Rp. 16.500.000

Perhitungan Mark-up Dept. BENGKEL :

Biaya tidak langsung dept. BENGKEL

Rp. 16.500.000

Expectasi laba 25% x Rp. 60 juta

Rp. 15.000.000








---------------------+

Jumlah 




Rp. 31.500.000

Biaya tenaga kerja langsung


Rp. 40.500.000








----------------------:

Persentase mark-up dari BTKL



78%


Perhitungan Mark-up Dept. TOKO SUKU CADANG

Biaya tidak langsung toko suku cadang :


Gaji tenaga kerja toko


  Rp.  9.000.000


Biaya listrik




  Rp.     700.000


Biaya kantor




  Rp.     300.000






       
              -------------------- +

Jumlah BTK tidak langsung dept. TOKO
  Rp. 10.000.000

Ekspektasi Laba 25% x 28 juta


  Rp.   7.000.000








  ------------------- +

Jumlah





  Rp. 17.000.000

Mis. Taksiran harga beli bahan & suku cadang
  Rp. 23.800.000


   




              -------------------- :

Persentase mark-up dari harga bahan & suku cadang      40%

TENTUIN HARGA JUAL Dept. BENGKEL
Dimisal : Untuk sevice mesin terdiri dari pekerjaan ganti oli dan tune-up mesin yang memerlukan 2 orang tenaga mekanik dan 1 orang tenaga ahli listrik, yang masing-masing bekerja sbb :


Mekanik

1 jam orang


Ahli listrik

1,5 jam orang

Sehingga perhitungan harga jual dept. BENGKEL :

Biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam x @1.929
Rp. 4.823

Mark-up : 78% x Rp. 4.823



Rp. 3.762









------------- +

Harga jual jasa service mesin



Rp. 8.585

Dimisal : Untuk sevice mesin terdiri dari pekerjaan ganti oli dan tune-up mesin yang memerlukan 2 orang tenaga mekanik dan 1 orang tenaga ahli listrik, yang masing-masing bekerja sbb :


Mekanik

1 jam orang


Ahli listrik

1,5 jam orang

Sehingga perhitungan harga jual dept. BENGKEL :

Biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam x @1.929

Rp. 4.823

Mark-up : 78% x Rp. 4.823




Rp. 3.762










------------- +

Harga jual jasa service mesin




Rp. 8.585

TENTUIN HARGA JUAL Dept. TOKO BAHAN dan SUKU CADANG
Dimisal : Seorang pelanggan memerlukan jasa service mesin dan memelukan 1 kaleng oli mesin yang harga fakturnya Rp. 10.000 dan saringan oki (oli filter) yang harga fakturnya Rp. 8.000

Sehingga perhitungan harga jual dept. TOKO BAHAN :

Harga jual jasa service mesin



Rp.   8.585
Harga bahan dan suku cadang

     Rp. 18.000

Mark-up dari harga bahan & suku cadang Rp.   7.200







     --------------- +

Harga jual bahan dan suku cadang


Rp. 25.200



   


    
            ---------------- +
Jumlah hasil penjualan jasa service + bahan
Rp. 33.785

HARGA JUAL PRODUK PERUSAHAAN YANG DIATUR PERATURAN PEMERINTAH

· Perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak, SEHINGGA dalam penetapan harga jual produk dibutuhkan pedoman :


1.
Unsur-unsur biaya produksi dan non produksi


2.   Cara pengukurannya


( Dengan adanya pedoman tsb, diharapkan didapatkan harga yang wajar. 

(Tiap kenaikan harga diatur peraturan pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan (dilihat dari biaya penuh yang digunakan sebagai dasar dan kewajaran labanya)

· Harga Jual   =  
          Tafsiran Biaya penuh masa yad + Expectasi Laba
        Pendekatan Full Costing  ( diterima oleh PSAK

Contoh :
· Misalnya untuk menghasilakan listrik diperlukan investasi sebesar Rp. 3.200.000.000 untuk pembelian mesin dan ekupment serta modal kerja. Taksiran biaya produksi listrik pada volume produksi 100.000.000 kwh per tahun adalah sbb :

Biaya bahan baku




Rp.  4.000.000.000

Biaya TK langsung




Rp.  3.000.000.000

BOP (variable + tetap)



Rp.  8.000.000.000








-------------------------- +

Jumlah taksiran biaya produksi


Rp. 15.000.000.000

Taksiran biaya non produksi setahun terdiri dari  :

Biaya pemasaran 




Rp. 1.500.000.000 

Biaya administrasi & umum 



Rp.    700.000.000








------------------------- +

Jumlah taksiraan biaya nonproduksi


Rp. 2.200.000.000

Diputuskan laba wajar untuk perusahaan listrik : 25% dari investasi

Menghitung HARGA JUAL LISTRIK per kwh :

Diket : 

Taksiran biaya penuh :

Biaya produksi



Rp. 15.000.000.000

Biaya non produksi


Rp.   2.200.000.000

Taksiran aktiva penuh yang digunakan
Rp.   3.200.000.000

Hitung Mark-up
Biaya non produksi


Rp.   2.200.000.000

Ekspektasi laba 25% x Rp. 3.200.000.000
Rp.      800.000.000







-------------------------- +

Jumlah biaya tidak langsung (non prod)
Rp.   3.000.000.000

Jumlah biaya langsung (produksi)

Rp. 15.000.000.000 








--------------------------- :

Persentase mark-up dari biaya produksi                         20%

Perhitungan harga jual per kwh :
Tafsiran biaya produksi 


Rp. 15.000.000.000

Mark-up 20% x Rp. 15.000.000.0000

Rp.   3.000.000.000








-------------------------- +

Total harga jual



Rp. 18.000.000.000

Volume produk (dalam kwh)


Rp.      100.000.000








-------------------------- :

Harga jual listrik per kwh


        Rp.   180

Prinsip-prinsip Pembebanan biaya

             Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan public kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar per pelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen.

              Meskipun demikian, dalam praktiknya permasalahan administrasi dan pertimbangan social dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tariff pelayanan public merupakan penyebab utama deficit anggaran di banyak Negara berkembang (Devas, 1989)

              Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan.

         Manfaat  Pembebanan dalam praktek ;

             Praktik pembebanan pelayanan public berbeda – beda urk setiap Negara, antar jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik Negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain:

1) Pajak

2) Pembebanan langsung kepada masyarakat (charging for service)
3) Laba BUMN/BUMD

4) Penjualan asset milik pemerintah

5) Utang

6) Pembiayaan deficit anggaran

                  Data biaya kadang sulit diperoleh dan sulit diperbandingkan, terutama antar jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik Negara. Pada kasus perusahaan Negara, hanya net deficit atau surplus yang muncul dalam rekening pemerintah.

                  Pada umumnya kita mengharapkan bahwa penyediaan barang public seperti pertahanan, kesehatan public, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis, dalam arti dibiayai dari pajak. Sementara itu, penyediaan barang privat yaitu jasa untuk kepentingan individu seperti listrik, telepon, transportasi umum, ditarik tarif sebesar harga pemulihan biaya totalnya (full cost recovery prices). Untuk barang campuran (mixed/merit good), seperti pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan, sanitasi disediakan sebagian melalui pajak dan sebagian lagi dari tarif.
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Hubungan sector publik,
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Unit – unit Pelayanan Pemerintah
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Non Pemerintah:



Swasta, Voluntary, LSM, GAbungan (kontrak dan kerja sama)












